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ABSTRAK
:

- Koperasi,  usaha mikro,  keeil  dan  menengah sebagai  pelaku  usaha  memiliki  peran
dalam meningkatkan   perekonomian   masyarakat   dan   juga sebagai wahana
meneiptakan lapangan kerja. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, keeil dan
menengah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam
usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta
kemandirian ekonomi maka terhadap koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah sebagai
salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang perlu diberdayakan.
Pemberdayaan koperasi, usaha mikro keeil dan menengah perlu diselenggarakan seeara
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif,
pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha
seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi   usaha
koperasi,   usaha   mikro,   keeil   dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan
ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, peneiptaan lapangan kerja,
dan pengentasan kemiskinan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945; UU No 25 Tahun 1992; UU No 20
Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 33 Tahun 1988; PP
No 38 Tahun 2007; PP No 17 Tahun 2013; PP No 47 Tahun 2012; PERPRES No 87
Tahun  2014; PERMENDAGRI No 87  Tahun 2014; PERDA KAB.KARAWANG No.7
Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 7 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil,  dan
Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha,
pertumbuhan unit-unit usaha baru,  pembinaan dan  pengembangan usaha, sehingga
mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan
pelaku usaha lainnya.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip  koperasi,  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
asas kekeluargaan. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha keeil dengan usaha
menengah dan dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha
menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling
memperkuat dan saling menguntungkan. Usaha   Mikro   adalah   usaha   produktif   milik
orang   perseorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria
usaha mikro yang memiliki usaha bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan
tahunan  paling  banyak  Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan



Menengah. Usaha Keeil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh  orang  perseorangan atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan anak
perusahaan atau  bukan  eabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Keeil dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak  perusahaan atau  bukan  eabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha keeil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp.  500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah)sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah. Usaha  Besar  adalah  usaha  ekonomi
produktif  yang  dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau  hasil
penjualan tahunan  lebih  besar  dari  usaha  menengah  yang  meliputi  usaha nasional
milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing/penanaman modal
asing/saham  milik  asing  yang  melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan : 4 Mei 2015.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


